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NOMOR 78 TAHUN 1997
TENTANG
TATA CARA PFNYFLFSATAN T7TN PFMAKATAN TANAH

WA! TKOTAMANYA KFPAI A DAFRAH TINGKAT I'T SURARAYA

: bahwa dengan telah disahkannva Paraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 17 Surabaya Nomor 1
Tahun 1997, dipandang parlu manatanpkan Tata Cara
Panyaiesaian Izin Pemakaian Tanah dangan
menuangkannya dalam suatuyu Keputusan,

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 195 tantang
Pemhantukan Naarah Kota Resar dalam
lTingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/
Jawa  Rarat dan Dmarah  Tstimewa Yogyakarta,
yang telah diubah dangan tIndang-undang Nomor 2
Tahun 1965 :

7. Underi~unilang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Paraturan Dasar Pokok-pokok Agraria :

3. Undang~undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemarintahan di Daarsh :

4. Undang-undang MNomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dasrah dan Retrihusi Daarah :

5. Tnstruksi Presidan Ranublik Indonesia Nomar 5
Tahun 1984 tentang Padoman Panyedarhanaan dan
Pangendalian Parizinan di Ridang tlsaha ;

fi. Paraturan Mentari Agraria Nomor 8 Tahun 19858
tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan
Atas Tanah Negara dan Ketantuan Mangenai Tata
Cara Pemharian Hak Atas Tanah ;

7. Peraturan Mentari Dalam Hagari Nomor 5 Tahun
18973 tentang Kataentuan-katantuan Mangenai Tata
Cara Pemherian Hak Atas Tanah
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Mhnetapkan

{TRUBRET-gafar}
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8.

10.

1.

Instruksi Gubernur Kepals Daarah Tingkat
Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1979 tantang
Panartiban Perizinan Yang Dikeluarkan 0leh
Aparat Pamerintah Maarah ; :

Peraturan Daerah Xotamadya Daarah Tingkat 7T1
Surahaya Nomor 7?3 Tabun 1978 tentang Master
Plan Surahaya 2000
Paraturan Daerah Kntasmdva Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 11 Tahun 1988 tentang
Pamhantukan Organisasi dan Tatakerja Dinas
Pangelolaan Tanah dan Rumah Daarah Kotamadya
Daarah Tingkat 1T Surahaya -

Paraturan Dasrah Kotamadya Daerah Tingkat 17
Surabaya Nomor 1 Tahur 1997 tentang 1Izin
Pamakaian Tanah.

MEMUTIIHS KAN

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 17
Surahaya tentang Tata OGara Penyalesaian Izin
Pemakaian Tanah.

0
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KETFNTUAN LIMIM

Pasal 1
NDalam Xeputusan ini, yang dimaksud dangan :

Pemarintah Daarah, adalah Pamerintah Kotamadya
Naerah Tingkat 71 Surabaya ;

walikotamadva Kepala Daerah. adalah walikota -
madva Kepala Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

Sakretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris
Kotamadya Raerah Tingkat 77 Surabaya ;

Dinas  Pengelolaan Tanah dan  Rumah Dasrah,
adalah Dinas Pangalolaan Tanah dan Rumah
NDanrah Kotamadya Daerah Tingkat 17 Surabhaya ;

Ninas Tata Kota Daarah, adalabh Ninas Tata Kota
Naarah Kotamadya Daerah Tingkat TI Sursbhava ;

Kepala Dinas, adalah Kanala Dinas Pangalolaan
Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Naerah
Tingkat TJ Surabaya ;

Pajahat vyang ditunjuk, adaltah Kepala Dinas
Pangelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 1T Surabayva ;

Tanah, adalah Tanah milik dan atau yang
dikuasai/dikelola clah Pamerintah Daerah ;
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Tzin Pemakaian Tanah yang selanjutnya dapat
disebut izin, adalah Izin yang diberikan olah
Walikotamadya ¥epala Daerah atau Pajabat yang
ditunjuk untuk mamakai tanah dan bukan
merupakan pemharian hak pakai atau hak-hak
atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1980 ;
Pemakai, adalah orang atau hadan hukum yang
talah mendapat {i7+n pamakaian tanah.

RAR I
T7IN PFMAKAIAN TANAR

Pasal d
Tzin Pemaksisan Tanah diberikan guna :

Parasmian terhadap pamakaian atas tanah yang
halum pernah dikeluarkan i7in :
Parpanjangan tarhadap i7in lama yang telah
habis masa berlakunya i7in dan memanuhi syarat
untuk ditarbitkan irin bhary

Pangalihan hak atas pamakaian tanah.

RAB ITI
KFTFNTUAN PENYFI FSATAN T7IN

Bagian Partama
Panyalasaian Izin atas tanah

Yang Aelum Pernah Dikeluarkan Tzin

Paragraf 1
Parsyaratan Tzin

Pasal 3

(1) Untuk dapat memparoleh i7in atas tanah yang

helum pernah dikeluarkan izin, pemohon harus
mangajukan parmohonan kepada wWalikotamadya
Kapala Oaarah ;

() Formulir parmohonan sahagaimana dimaksud

nada ayat (1) Pasal ini, disediakan di Kantor
Ninas Pangalolaan Tanah dan Rumah Naarah,
dalan Taman Surys Nomor 1 Surabaya :

(3} Parmohonan sahagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini, harus dilampiri dengan :

a. Foto «copy KTP/KK atau Kartu Identitas
Kapendudukan |ainnya yang masih barlaku
sebanyak 2 (dua) lembhar

bh. Keterangan menganai tempat atau lokasi
yang dimohankan izin :

. Gambar situasi/lokasi

d. akta Pandirian Radan Hikum {apabila
pemohon adalah Radan Hukum)

e. Ketarangan l1ain yang d+anggap perlu.
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Paragraf 2
Tata Cara
Penyeleszaian T7zin

Pasal 4

Pamohon harkewajiban -

a.

b,

Mengaiukan herkas permohonan kapada
Walikotamadya Kepala Daesrah malalui Dinas
Pangalolaan Tanah dan Rumah NDaerah :

Mambayar ratribusi mesuai dengan ketentuan
vang herlaku.

Ninas Pangelolaan Tanah dan Rumah Daerah
harkawajiban :

a.

w

Rerkas permohonan sabagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, diterima oleh Sub
Bagian Tata Usaha untuk dipariksa
kelengkapan persyaratan administrasinya :

L

Rerkas yang bhelum mamanuhi persyaratan

administrasinya, dikembalikan kepada
pamohon serta diberikan penielasan
mangenai kakurangan persyaratan

administrasinyva ;
Rarkas parmohonan yang memenuhi
persyaratan administrasinya, diterima dan
diberikan tanda terima kepada pemohon dan
sglanjutnys disampaikan kepada Seksi
Pendataan dan Pangadaan untuk diteliti
mangenai status tanahnya dan didata dalam
peta dasar ;

Rarkas permnhonan vyang telah diteliti
salanjutnya disampaikan kepada Seksi
Pangawasan dan Pengendalian untuk diteliti
mangenai kamungkinan adanva permasalahan
atas tanah vang dimohonkan izin ;
Anabila tanah taersahut terdapat
permasalahan, maka akan diselesaikan olah
S8eksi Pengawasan dan Pangendalian
Apabitla tidak ada permasalahan, maka
herkas permohonan tersebut disampaikan
kepada Seksi Pengelolaan untuk dilengkapi
fangan gambar situasi tanah dan
menetapkan besarnya reatrihusi yang harus
dibayar :

Rarkas permohonan dan gamhar situasi tanah
sarta tanda bukti pemhavaran retribusi
disampaikan kepada Sub BRagian Tata Usaha
untuk penyusuhan rancangan Surat Izin
Walikotamadya Kepala Daerah tentang 1Izin
Pamakaian Tanah :
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h. Kapala Rinas, menyamnaikan rancangan
Surat Izin terseshut kapada Sekretaris
Kotamadya Naerah untuk ditandatangani ;

i. Satelsh ditanda tangani olsh Sakretaris
Kotamadya Daerah, kutipan Surat Izin yang
ditanda tangani nlah Kepala Dinas
disamnaikan kapnada pemohon melalui Sub
Ragian Tata Ussha frinas Pangelolaan Tanah
dan Rumah Drarah.

Paragraf 3
Rantuk Penandatanganan Sarta
Waktu Paenyelasaian 17in

Pasal &

(1) T7in harbentuk Surat Tzin walikotamadya
Kapala Daarah ;

{?) Panandatanganan Surat Tzin dilakukam olsah
Sekreataris Kotamadya Naarah ;

| - 2
(3) Waktu penvelesaian Surat Tzin paling lama 15
{(1ima balas) hari setelah tanggal penerimaan
sehagaimana tersehut dalam tanda tarima
harkas permohonan, dengan katentuan
persyaratan parmchonan langkap, tanah yang
- dimohon tidak arda parmasalahan dan retribusi
dibhayar lunas.
- Paragraf 4
Jancka Waktu
Rerlakunya Izin
Pasal 6
Jangka waktii barliakunya Izin
diklasifikasikan =ebagai berikut -
~ A. Klasifikasi 1 selama 20 {dua puluh) tahun dan

danat diperpaniang setiapn kali paling lama 20
{dua puluh} tahun

b. Klagifikasi II selama 5 (lima) tahun dan dapat
diparpanjang satiap kali paling lama 5 (1lima)
tahun ;

?

&. Klasifikasi 117 selama ? (dua) tahun dan dapat
diparpaniang setiap kali paling tama 2 (dua)
tahun,

Ragian Kedua
Penyelesaian 1zin
Karana Perpanjangan

Pasal 7
{1) Untuk mempernleh i7zin karaeana parpanjangan,
pamohon harus mengziukan parmohonan kepara

walikotamadya Kepnala Daarah atau Pejabat yang
ditunjuk dengan melampirkan -

i { TagansT-gafar}
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(1)

(2)

a. Asli Surat T7in vang telsh habis masa
harlakunya, apabila asli Surat Izin hilang
maka dapat diganti copynya dan berita
kahilangan tarsehut akan diumumkan olaeh
NDinas Pangalolaan Tanah dan Rumah Daarah
malalui madia cetak atas hiaya pemohon ;

h. Foto copy Rukti Pamphavaran Retribusi
Pamakaian Tanah tahun tarakhir sebanyak 2
(dua) Temhar

. Pas foto terharu ukuran 4 x 6 cm sebanvak
? {dusa) Tembar

d. oto copy KTP/KK atau Kartu Identitas
Kependudukan tainnya vang masih berlaku
sahanyak 2 {dua) lambar ;

#. Meterai yang nilainva Rp.1.000,00 sebanyak
& {enam} lembhar.

Formiilir permohonan  sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) Pasal ini, disadiakan olesh
Ninas Pengalolaan Tanah dan Rumah Dserah.

Paragraf 2
Tata Cara
Panvelesaian I7in

Pasal A
Kawajiban Pamohon

a. Mengajukan berkas permohonan kepada Kepala
Ninas ;

h. Mambayvar retribusi sasuai dengan ketentuan
vang herlaku.

Kawajiban Dinas Pangalolaan Tanah dan Rumpah
Daarah :

a. Perkas permohonan sehagaimana dimaksucd
pada ayat (1) Pasal ini, diterima oleh Sub
Ragian Tatsa llsaha untuk diperiksa

kalengkapan persyaratan administrasinya ;
b. Rarkas permohonan vang belum memenuhi
parsyvaratan administrasinya, dikembalikan
langsung kenada pamohon sarta dihaerikan
nanjelasan mangeanai kekurangannya
.. BRarkas parmohonan vyang telah  mamanuhi
parsvaratan adminiatrasinya, diterima dan
diberikan tanda terima kepada pemohan dan

splaniutnva herkas parmohnnan tersehut
disampaikan kanada Saksi Pendataan dan
Pangadaan unt K ditaliti menganai

status tanah dan didata pada peta dasar

3
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d. Rearkas permohonan vang sudah diteliti
selanjutnya disampaikan kepada Seksi
Perigawasan dan Pengendalian untuk ditelditi
mangenai kamungkinan adanva npermasalahan
atas tanah yang dimohonkan izin ;

a. Apabila tansh sehagaimana dimaksud dalam
huruf ¢ diatas, terdapat parmasalahan maka
permasalahan tersebut akan diselesaikan
oieh Seksi Pangewesan dan Pangendalian ;

f. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan
dan Pengendalian wmenyatakan tanah vyang
dimohon tidak terdapat parmasalahan, maka
herkas permohonan tersaeahut disampaikan
kapada Saksi Pangalalaan untuk dilengkapi
dangan gambar situasi tanah dan menetapkan
hesarnya ratribusi yang harus dibayar ;

[{»]

Rarkas permohonan dan gamhar situasi tanah
heserta tanda bukti nembavaran retribusi
diserahkan kepada Suh Bagian Tata Usaha
untuk penyusunan rancangan Surat Izin

h. Tzin yang talah ditanda tangani olah
Kapala Dinas, disamnaikan kenada pemchon
maetalui Sub Ragian Tata iisaha.

Paragraf 3
Rentuk dan Penandatanganan
Serta Waktu Penyelesaian Tzin
Karena Perpaniangan

Pasal 9

(1) Tzin karena perpatijangan berhentuk Surat Izin
Walikotamadya Kapala faarah :

(?) Panandatanganan Surat Tzin dilakukan olah
Kanpala Dinas ;

”m—
NN ]
Swwt

Waktu penyelaesaian i7in paling lama 6 (enam}
hari setelah tanggal pansrimasn sebagaimana
tarsebut dalam tanda terima berkas
npermchonan, fangan kataniuan parsyaratan
permohonan langkan, tanah vang dimohon tidak
arta permasalahan dan retribusi dibayar lunas.

Paragraf 4
Jangka Waktu
Rariakunva T7in
Pagal 10
Jangka waktu berlakunya !zin dinyvatakan

daiam  Surat Tzin dangan klasifikasi sahagaimana
diatur dalam Pasal & Keputusan ini.

{ThEzHAT-gatar}



Bagian Katiga
Panyalasaian Yrin
Karenz Pengalihan Hak

Paragraf 1
Paersyaratan Yzin

Pacal 11

(1) Untuk memperoleh izin karana pangalihan hak,
_ pamohon  harus mengaiukan permohnnan kepads
E1 :h 3_ _ Kapala Dinas dangan melampirkan -

A. Asli Surat Tzin yang akan dialihkan-;

b. Apabila tidak dapat melampirkan asli Surat
Tzin karena hilang, maka bherita kehilangan
akan diumumkan oleh . Dinas Pengalolaan
Tanah dan Rumsh Daerah malalui media cetak
atas hiaya pemohon -

F

e

Foto copy Rukti Pamhayaran Ratribussi
Pamakaian Tanah tahun tarakhir sebanyak ?
(dua) lembar :
d. Pas foto tarharu ukuran 4 x 6 cm sebanvak
? {dus) tembar - '

EX e. Foto copy KTP/KK atau Kartu Idantitas
T S Kapenduduksn Lainnya yang masih bherlaku
sebanyvak 2 (dua) lembhar -

3 -

f. Meterai vang nitainya Rp. 1.000,00
‘sebanyak & (anam}) lamhar.

{?)} Formulir permohonan  seabagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal 1ini, disadiakan oleh
- : 7 Ninas Pangelolaan Tanah dan Rumah Daerah.
Paragraf 2
Tata Cara
Panyalesaian I7in
Pasal 12

(1) Kewajiban Pemohon

A. Mangajukan harkas parmohonan kepada Kepala
Dinas ;

b. Membavar ratribusi sesusi dangan katentuan
yang harlaku.

_.").",:}:;.3.'._'_ :__-;; i o




(7) prag1ban Rumhh

NDaarah :

Dinas Paengalolaan Tanahfdan

oo a. Rerkas paermohonan sshagaimana  dimaksud’
T - pada ayat (1) Pasal ini, diterima oleh Sub. = "=

' ' Ragian Tata - Usaha untuk dipariksa - o

‘kelengkapan parsyarasan admin1qtrBQ1nya T )

b. Rerkas parmohonan yang helum memenuﬁt.'f ST
- parsyaratan administrasinya, dikemhalikan =~ -

langsung kapada pamohon =erta diberikan :

nanjprlasan manganhai kekurangannya ;. R

. Rarkas parmohonan yang talah :memenuhbi R
parsyaratan administrasinya, diterima dan: _ 1. - .=
diberikan tanda terima kepada pamohon dan .= & 7%

S selanjutnya barkas parmohonan . tersabu?t EEERTR

"g\’ T disampaikan kepada Seksi Pendataan .dan .o

R ' © Pangadaan tntuk ditsliti mengenai o

‘status tanah dan didata pada peta dasar.;

d. Rerkas permohonan yang sudah diteliti
salanjutnya di=ampaikan kapada Saksi
Pengawasan dan Pengendalian untuk diteliti
menganai kemungkinan adanya permasalahan.
atas tanah yang dimohonkan izin ;

2. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam

TR : huruf ¢ diatas, terdapat permasalahan maka

R , permasalahan tersebhut akan diselasaikan
B nleh Seksi Pengawasan dan Pengandalian ;

f. &pabila hasil penalitian Seksi Pangawasan
dan Pengendalian menyatakan tanah yang
dimohon tidak terdapat permasalahan, maka

LT - - herkas permohonan tarsebut disampaikan
K PR ' kepada Seksi Pengalolaan untuk dilangkapi -
Lt dengain gamhar situasi tanah dan menetapkan

hasarnya retribusi vang harus dibayar ;

g. Rarkas permchonan dan gambar situasi tanah .
haserta tanda bhukti pemhayaran retribusi - R
disarahkan kepada Sub Ragian Tata Usaha = ..
untuk penyusunan rancangan Surat Izin ;

h-'lzin yang telah ditanda itangani oleh o ceeL g-
Kepala Dinas, disampaikan kapada pemochon =~ S
meialui Sub Rag1an Tata l\isaha. _ ; R &

Paragraf 3 - e R RS

"Rentuk dan Panandatanganan T T
|arta Waktu Panyalasaian (zin - o e L
Karena Parpanjangan = SRR

Pasa1 -13

(1) T7in karana panaalthan hak hprhqhtuk 
Tzin Wa11kotamadva Kanala naarah : -
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(?) Penandatanganan T74in dilakukan oleh Kepala
Ninas ;

(3) waktu penyelesaian i7in paling lama 6 (enam)
hari setelah tanggal panerimaan sehagaimansa
tersabut dalam tanda terima berkas
narmohonan, dangan ketantuan parsyaratan
permohonan langkap, tanah yang dimohon tidak
ada permasalahan dan retribusi harus dibaysr
lunas.

Paragraf 4
fangka Waktu Barlakunva T7in

Pasal 14

Jangka waktu harlakunwya Izin dengan
klasifikasi sebagaimana diatur dalam Pagsal B8
Kaputusan ini.

RAR V
PFEFNUTUP

Pasal 1R

Dengan ditaetapkannya Keputusan ini,
Keputusan Walikotamadya Kepala Daearah Tingkat TIIT
Surahaya Nomor 44 Tahun 1835 dinyatakan tidak
harlaku lagi.

Pasal 16

{1) Kenutusan 1ini mulai harlaku sajak tanggal
diteatapkan -

1

(?) Mengumumkan Xeputuszan ini dalam l.embaran
Naerah Kotamadya Daarash Tingkat 1T Surabava.

Diterapkan di S U R A B A Y A,
Pada tanggal 23 SFPTFMBFR 1997.
WAL TXKOTAMANYA KFPALA DAFRAH
TINGKAT TT SURARAYA

t+d.

SAlI TNAN Kenutusan ini disam- H. SIINARTO SHUMOPRAWIRO.

pai kan*ada

Yth. . Sdr,
- Sdr.
. Sdr.
- Scr.

PR AU

(TARZHST~galari

Gubaernur KDM Tingkat T Jawa Timur :
Pamhantu Gubernur Wilayah v-Surabaya
Inspektur Wilavah Kotamadva Surabava
Ka NDinas Pendapatan Daerah

Kotamadya NDaerah Tingkat 71 Surabhaya ;



5. ®dr. Ka NDinas Pangeliclaan Tanah dan Rumah Daerah

Kot amadya Daerah Tingkat 7T Surahaya ;
6. Sdr. Ka Dinas Tata Kofta Dasarah Kodya Dati 1T Surabaya ;
7. Sdr. Ka Ragian Organisasi Setkodya Dati 1T Surabaya.

AR. Sdr. Ka Rsgian Hukum Satkodyvas Nati 7T Burabaya.

Diumumkan dalam lLemharan Daerah Kotamadya NDaarah Tingkat I
Sutrahava Sari D? Nomor 49 Tanggal 7?32 Saptemher 1887.
SAl TNAN sesuai dengan aslinyas
Sekretaris Ketamadya Daerabh
Tingkat 11 Surabaya
Kapala Ragian Hukum
b,
Kacuhbhag Peraturan
Love " Parundang-undangan
N by
;‘5; - s
T .. -——“(M
.'g:;._\
o HWADTRTSWANTO ANWAR, SH.
N e el Panata.
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